BABYV

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

1.

Berdasarkan posisi kasus dan analisis hukum, tindakan seorang PNS yang

menghadiri deklarasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja
Utara nomor urut 01, disertai dengan janji pemberian jabatan apabila calon
tersebut terpilih, melanggar ketentuan Pasal 280 ayat (2) huruf g Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pemilu, yang melarang pelibatan ASN dalam kegiatan kampanye.
Selanjutnya, unggahan foto dukungan disertai ajakan memilih di media
sosial oleh PNS tersebut menunjukkan keberpihakan politik secara
terbuka, yang bertentangan dengan prinsip netralitas ASN sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014. Dalam ketentuan tersebut, ASN dituntut untuk profesional, bebas
dari intervensi politik, dan tidak memihak pada kepentingan politik
tertentu.

Tindakan lebih lanjut berupa penggunaan atribut kampanye, berfoto
bersama tim sukses, serta mengarahkan kepala sekolah dan guru untuk
mendukung pasangan calon tertentu yang dibuktikan melalui rekaman
percakapan, merupakan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 hurufn Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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2. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta mengacu pada prinsip
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan ketentuan Surat
Keputusan Bersama (SKB) tentang Netralitas ASN, Pegawai Negeri Sipil
yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Toraja
Utara dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Dalam hal ini, sanksi
yang dapat dikenakan meliputi pembebasan dari jabatan struktural,
penurunan jabatan atau pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,
hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dikarenakan PNS
tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran
secara sengaja.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum yang telah disusun, maka rekomendasi hukum

yang dapat diberikan Penulis Legal Memorandum ini yaitu:

1. Penjatuhan Sanksi Disiplin Berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK)

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, dapat
merekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menjatuhkan sanksi
disiplin berat kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas. Tindakan
menghadiri deklarasi pasangan calon, menunjukkan dukungan secara

terbuka, serta memobilisasi ASN lain untuk mendukung calon tertentu
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merupakan bentuk pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam
Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Penjatuhan sanksi yang tegas diperlukan sebagai bentuk penegakan etika
profesi ASN dan sebagai upaya menjaga integritas birokrasi publik dari
intervensi politik praktis.
2. Penguatan Peran dan Komitmen PPK dalam Menjaga Netralitas
ASN
Dengan tidak adanya lembaga independen seperti Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN) pasca pembubarannya, maka peran PPK menjadi
semakin krusial dalam memastikan penegakan disiplin ASN tetap berjalan
secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik internal. Oleh
karena itu, PPK harus memperkuat komitmennya terhadap prinsip
meritokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas ASN.
3. Peningkatan Transparansi dan Pengawasan Publik
Untuk menjamin akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran
netralitas ASN, setiap proses dan hasil penjatuhan sanksi perlu diumumkan
secara terbuka kepada publik melalui media resmi instansi, seperti website
pemerintah daerah, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pribadi ASN
yang bersangkutan. Transparansi ini diharapkan dapat menumbuhkan
kepercayaan publik serta mendorong budaya kepatuhan terhadap aturan
netralitas ASN.
4. Pembentukan Tim Etik atau Tim Verifikasi Internal
Dalam rangka menjamin obyektivitas dalam menindaklanjuti

rekomendasi dari Bawaslu, penulis merekomendasikan agar dibentuk tim
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etik atau tim verifikasi internal di lingkungan instansi terkait. Tim ini dapat
terdiri dari unsur Inspektorat, Bagian Hukum, dan unsur lainnya yang
berintegritas, yang bertugas mengkaji dan menelaah substansi dugaan
pelanggaran sebelum PPK menjatuhkan keputusan akhir. Mekanisme ini
dapat menjadi alternatif pengganti fungsi pengawasan substantif yang

sebelumnya dijalankan oleh KASN.
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